PT PEMBANGKITAN JAWA BALI INVESTASI

KEPUTUSAN BERSAMA
antara
DIREKSI PT PEMBANGKITAN JAWA BALI INVESTASI
dan

DEWAN KOMISARIS PT PEMBANGKITAN JAWA BALI INVESTASI

Nomor : 010.K/021/SKB-DIR/XI1/2021
Nomor : 006.K/021/SKB-DKM/X11/2021
Tentang

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM)

Menimbang

Mengingat

PT PEMBANGKITAN JAWA BALI INVESTASI

bahwa penyelenggaraan Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau
Whistleblowing System (WBS) telah menjadi best practice pada perusahaan
yang telah menjalankan Good Corporate Governance (GCG) dan telah teruji
efektifitasnya dalam menurunkan tindakan pelanggaran di masing-masing
Perusahaan;

Bahwa sebelumnya PT PJBI telah menerapkan Whistleblowing System
sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama PT PJBI
Nomor 002.K/020/XI/SKB-DIR-PJBI/2018;

bahwa dalam rangka menyempurnakan pelaksanaan program
Whistleblowing System dan implementasi Sistem Manajemen Anti
Penyuapan (SMAP) maka perlu dilakukan perubahan terhadap SKB PT
PJBI tentang WBS tahun 2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan
Keputusan Bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris PT PJBI tentang
Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System).

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Rl Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Rl Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Rl Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah
melalui UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian
Uang;

4. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

5. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara;
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Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:
Undang-Undang Rl Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
Undang-Undang Ri Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang
Perlakuan Bagi Pelapor Tindak pindana (Whistleblower) dan Saksi
Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di Dalam Perkara
Tindana Pencucian Uang;

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara
Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pindana
Pencucian Uang;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan
dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Rl Nomor PER-
09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha
Milik Negara Nomor PER-1/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan
Usaha Milik Negara;

Peraturan Menteri BUMN PER-19/MBU/2012 tanggal 27 Desember
2012 tentang Pedoman Penundaan Traksaksi Bisnis Yang Terindikasi
Penyimpangan dan/atau Kecurangan

Pedoman Sistem Pengaduan Pelanggaran (Whistle Blowing System)
tahun 2008 oleh Komite Nasional Kebijakan Governance;

SNI SO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan;

Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0008.E/DIR/2016 tentang
Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System);

Surat Edaran Menteri BUMN Nomor: SE- 2 /MBU/ 07/2019 Tentang
Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Yang Bersih Melalui
Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan
Penanganan Benturan Kepentingan Serta Penguatan Pengawasan
intern;

Anggaran Dasar PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi;

Keputusan Bersama Direksi dan Komisaris PT PJBI Nomor
002.K/020/X1/SKB-DIR-PJBI/2018  dan  002.K/020/X1/SKB-DKM-
PJBI/2018 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing
System);

Kesepakatan Bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris PT
Pembangkitan Jawa Bali investasi Nomor 005.K/021/SKB-DIR/Xi/2021
dan 001.K/021/SKB-DKM/XI1/2021 tentang Pedoman Tata Kelola
Perusahaan (Corporate Governance Code) PT Pembangkitan Jawa Bali
Investasi.

Keputusan Bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris PT
Pembangkitan Jawa Bali Investasi Nomor 006.K/021/SKB-DIR/X11/2021
dan 002.K/021/SKB-DKM/XI1/2021 tentang Pedoman Perilaku (Code of
Conduct) PT Pembangkitan Jawa Bali investasi.

Keputusan Bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris PT
Pembangkitan Jawa Bali Investasi Nomor 007.K/021/SKB-DIR/XI1/2021
dan 003.K/021/SKB-DKM/XI1/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pelaporan dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT
Pembangkitan Jawa Bali Investasi.

Keputusan Bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris PT
Pembangkitan Jawa Bali Investasi Nomor 008.K/021/SKB-DIR/X11/2021
dan 004.K/021/SKB-DKM/XI11/2021 tentang Kebijakan Anti Fraud di
Lingkungan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi.

Keputusan Bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris PT
Pembangkitan Jawa Bali Investasi Nomor 009.K/021/SKB-DIR/XI1/2021
dan 005.K/021/SKB-DKM/X11/2021  tentang Pengelolaan Benturan
Kepentingan di Lingkungan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi.
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MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT
PEMBANGKITAN JAWA BALI INVESTASI TENTANG SISTEM PELAPORAN
PELANGGARAN (WHISTLE BLOWING SYSTEM) PT PEMBANGKITAN JAWA
BALI INVESTAS!I

Sistem Pelaporan Pelanggaran (selanjutnya disebut “Whistle Blowing System”)
PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (selanjutnya disebut “PT PJBI")
sebagaimana dimuat dalam lampiran Keputusan ini.

Whistle Blowing System di PT PJBI ini wajib dipatuhi dan dilaksanakan seluruh
Karyawan, organ pendukung Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Komisaris.

Direksi PT PJBI bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Whistle Blowing
System ini dikomunikasikan, disosialisasikan dan diimplementasikan di
lingkungan PT PJBI.

Pemberlakuan Keputusan ini bagi Anak Perusahaan PT PJBI dilakukan sesuai
dengan mekanisme korporasi yang berlaku dengan menyesuaikan struktur
organisasi dan proses bisnis perusahaan masing-masing.

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bersama Direksi dan
Dewan Komisaris PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi Nomor
002.K/020/XI/SKB-DIR-PJBI/2018  dan  002.K/020/XI/SKB-DKM-PJBI/2018
tanggal 22 November 2018 tentang Sistem Pelaporan Pelanggaran
(Whistieblowing System) PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi, dinyatakan
dicabut dan tidak berlaku lagi.

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan
ditetapkan kemudian.

Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.
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LAMPIRAN 1

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
PT PEMBANGKITAN JAWA BALI INVESTASI

Latar Belakang

Kebutuhan akan terselenggaranya Good Corporate Governance (GCG) baik di lingkungan Instansi
Pemerintah maupun Perusahaan telah berkembang sedemikian rupa sehingga berbagai organisasi
yang peduli terhadap GCG telah mengeluarkan berbagai pedoman terkait dengan prinsip, kerangka
kerja dan sistem penyelenggaraan GCG. Sejalan dengan hal tersebut pencegahan dan penanganan
terhadap berbagai tindak kecurangan (fraud) menjadi bagian penting dari program yang
dikembangkan oleh instansi Sektor Publik dan Perusahaan untuk mendukung terciptanya
penyelenggaraan GCG secara efektif. Sistem Pelaporan Pelanggaran atau Whistleblowing System
(WBS) telah diakui sebagai alat yang cukup efekiif untuk mendeteksi dan menurunkan berbagai tindak
pelanggaran (wrongdoing) yang dilakukan oleh karyawan dan manajemen suatu organisasi.

PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (selanjutnya disebut “Perusahaan”) merupakan salah satu anak
perusahaan PT Pembangkitan Jawa Bali dimana merupakan grup PT PLN (Persero) yang bergerak
di bidang investasi pembangkitan listrik yang telah mengantisipasi kebutuhan pengembangan dan
implementasi WBS dalam rangka penyelenggaraan GCG agar Perusahaan dapat memberikan
pelayanan yang optimal dan didukung oleh etika dan perilaku bersih dari seluruh insan Perusahaan.
Sebagai wujud dari kesadaran dan sifat antisipatif Perusahaan terhadap kebutuhan pengembangan
etika dan perilaku bersih tersebut, Direksi Perusahaan mengambil prakarsa untuk
mengimplementasikan WBS di lingkungan Perusahaan.

. Maksud, Tujuan, Sasaran dan Manfaat

A. Maksud
Untuk menyelenggarakan WBS yang memberikan kepastian dan keyakinan bahwa laporan yang
disampaikan akan ditindaklanjuti Perusahaan sekaligus memberikan keamanan Pelapor melalui
jaminan kerahasiaan dan perlindungan Pelapor.

B. Tujuan
Menyediakan suatu panduan bagi internal Perusahaan dalam pengelolaan dan penanganan
pelaporan pelanggaran di lingkungan Perusahaan yang disampaikan melalui WBS.

C. Sasaran
1. Mempermudah manajemen untuk mendeteksi kecurangan, menangani laporan-laporan
pelanggaran secara efektif, sekaligus melindungi kerahasiaan identitas Pelapor:
2. Mengintegrasikan WBS dalam sistem pengendalian internal dan manajemen risiko Perusahaan
yang mendukung penyelenggaraaan GCG.

D. Manfaat

1. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi Perusahaan kepada pihak
yang harus segera menanganinya secara aman;

2. Tersedianya mekanisme deteksi dini (early waming system) atas kemungkinan terjadinya
masalah akibat suatu pelanggaran;

3. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih
dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik;

4. Meningkatnya reputasi Perusahaan di mata pemangku kepentingan (stakeholder), dan
masyarakat secara umum; serta




5. Memberikan masukan kepada Perusahaan untuk memperbaiki sistem pengendalian internal
dan untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan.

lil. Daftar Istilah yang Digunakan

a.

Sistem Pelaporan Pelanggaran atau Whistleblowing System (WBS) adalah sistem yang
digunakan untuk menampung, mengelola dan menindaklanjuti serta membuat pelaporan atas

informasi yang disampaikan oleh Pelapor mengenai tindakan pelanggaran yang terjadi di
lingkungan Perusahaan.

Tindakan pelanggaran adalah segala tindakan dalam penyelenggaraan kegiatan Perusahaan
yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, peraturan Perusahaan,

pedoman perilaku Perusahaan serta moral bisnis yang sehat atau perbuatan lain yang merugikan
Perusahaan.

Terlapor adalah Direksi, Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris dan seluruh
Karyawan Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi, serta personil lainnya yang secara langsung
bekerja untuk dan atas nama Perusahaan.

. Pelapor adalah personil atau badan hukum baik yang berasal dari lingkungan internal maupun

eksternal Perusahaan yang menyampaikan informasi mengenai kejadian atau indikasi tindakan

pelanggaran melalui saluran yang disediakan oleh Perusahaan.

Pelapor anonim adalah Pelapor yang tidak bersedia mencantumkan identitas asli atau identitas

lengkap, seperti nama dan alamat Pelapor.

Pelaporan Pelanggaran adalah laporan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan

yang melanggar hukum, perbuatan yang melanggar pedoman perilaku Perusahaan, tidak sesuai

moral bisnis yang sehat atau perbuatan lain yang merugikan Perusahaan.

Perusahaan adalah PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi.

Karyawan adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat, bekerja

dan diberi kompensasi menurut ketentuan yang berlaku di Perusahaan, termasuk Karyawan tugas

karya di Perusahaan.

Insan Perusahaan adalah:

1. Direksi;

2. Dewan Komisaris dan Organ Pendukung Dewan Komisaris;

3. Karyawan;

4. Karyawan yang ditugaskan di Anak Perusahaan, Perusahaan Asosiasi, dan Perusahaan
Terafiliasi.

5. Wakil PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi yang ditugaskan sebagai Direksi atau Komisaris
di Anak Perusahaan, Perusahaan Asosiasi dan Perusahaan Afiliasi.

Justice Collaborator adalah Saksi Pelaku, yakni tersangka, terdakwa atau terpidana yang

bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang

sama.

Tindak Lanjut Penerimaan Pelaporan adalah kegiatan investigasi untuk menemukan bukti-bukti

terkait dengan pelanggaran yang dilakukan terlapor, yang telah dilaporkan melalui sarana yang

disediakan oleh Perusahaan.

Verifikasi adalah kegiatan untuk memeriksa kebenaran laporan pelanggaran melalui WBS

berdasarkan kecukupan bukti pendukung.

- Investigasi adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang

dilakukan oleh Terlapor dan telah dilaporkan melalui WBS.

Investigator Eksternal adalah pihak di luar Perusahaan yang bersifat independen dan tidak
terafiliasi dengan Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung yang ditunjuk oleh
Perusahaan untuk melaksanakan investigasi secara khusus terhadap suatu laporan pengaduan
pelanggaran di Perusahaan.




0. Fraud adalah segala tindakan kecurangan yang sengaja dilakukan, yang dapat merugikan
Perusahaan dan/atau pihak lain di lingkungan Perusahaan.

p. Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian dan/atau setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara.

q. Stakeholder adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan Perusahaan, baik langsung
maupun tidak langsung, terdiri dari:

1.
2.
3.
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Pemegang Saham adalah pihak yang memiliki saham Perusahaan;

Pelanggan adalah pihak yang memakai barang/jasa dari Perusahaan:;

Mitra Usaha adalah pihak yang memiliki hubungan usaha dengan Perusahaan, seperti
pemasok, distributor, partner bisnis;

. Pesaing adalah pihak yang memproduksi atau memasarkan barang/jasa yang sejenis dan

dapat bersifat pengganti dari produk/jasa yang dihasilkan oleh Perusahaan;

. Masyarakat adalah sekelompok orang yang tinggal bersama di suatu tempat dan memiliki

hubungan langsung dan tak langsung dengan Perusahaan;

. Pemerintah adalah organ negara yang menjalankan fungsi pemerintah baik eksekutif, legislatif,

atau yudikatif;

. Aparat Penegak Hukum adalah satuan yang bertugas dalam proses penegakan hukum:
. Media Massa adalah pihak yang melakukan penyiaran dan kegiatan jurnalistik;
. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan

ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada
masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya;
Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat secara
sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, dan tujuan
untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
Lembaga Pendidikan adalah lembaga tempat berlangsungnya proses pendidikan formal:
Auditor Eksternal adalah pihak di luar struktur organisasi Perusahaan yang melakukan proses
audit terhadap Perusahaan;

Induk Perusahaan adalah perusahaan utama yang membawahi Perusahaan, yaitu PT
Pembangkitan Jawa Bali (PJB);

Anak Perusahaan adalah Anak Perusahaan PT PJBI yang sahamnya minimal 50% (lima puluh
persen) dan dikendalikan oleh PT PJBI sebagai perusahaan induknya;

IV. Penanganan Pelaporan Pelanggaran

A. Kewajiban Pelaporan Pelanggaran
Setiap Insan Perusahaan memiliki kewajiban moral untuk melaporkan terjadinya pelanggaran,
apabila mengetahuinya.

B. Sarana Pelaporan Pelanggaran

1.

Perusahaan wajib menerima laporan pelanggaran dari pihak internal maupun eksternal, baik
dari Pelapor yang mencantumkan identitas maupun yang tidak (anonim). Semua laporan yang
diterima wajib diproses lebih lanjut sepanjang dapat memberikan bukti-bukii kuat, dapat
dipertanggungjawabkan serta tidak mengarah kepada fitnah.

. Pelaporan pelanggaran wajib disampaikan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dan

disertai bukti pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran, diantaranya meliputi:
a. Pelanggaran yang dilaporkan;




Pihak yang terlibat/Terlapor;
Waktu terjadinya pelanggaran;
Tempat terjadinya pelanggaran;
Bagaimana kejadiannya.
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Saluran yang tersedia untuk melaporkan pelanggaran adalah:
a. Surat menyurat dengan alamat:
Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran
PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi
Gedung Bidakara 2, Lt. 8 Unit5 & 6
Jalan Jend. Gatot Subroto kav. 71-73 Pancoran, Jakarta Selatan 12870 Indonesia
b. Kotak Pengaduan:
Gedung PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi;
Website dengan alamat hitp:/Awww . pjbinvest.com/en/whistle-blowing-system/
Email dengan alamat pengaduan@pjbinvest.com
Telepon/SMS/WhatsApp dengan nomor 087836625757.
ntuk mempermudah proses komunikasi dan klarifikasi, dapat dilakukan dengan cara:
. Tatap muka.
. Telepon dan Whatsapp
Email.
Surat menyurat/kotak pos; dan/atau
Sarana komunikasi lainnya.
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. Perbuatan yang Dapat Dilaporkan (Pelanggaran)
Perbuatan yang dapat dilaporkan (pelanggaran) melalui WBS adalah sebagai berikut:

1.

Korupsi;

2. Kecurangan (fraud);
3!
4. Perbuatan melanggar hukum (termasuk namun tidak terbatas pada pencurian, penggunaan

Ketidakjujuran;

kekerasan terhadap karyawan atau pimpinan, pemerasan, penggunaan narkoba, perbuatan
yang mengandung unsur tindak pidana lainnya);

Pelanggaran ketentuan perpajakan antara lain seperti mark-up, under invoice atau peraturan
perundang-undangan lainnya lingkungan hidup, ketenagakerjaan;

. Perbuatan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja, atau membahayakan

keamanan Perusahaan (kecerobohan atau kelalaian yang menyebabkan kebakaran, ledakan,
kecelakaan kerja yang menimbulkan bahaya umum bagi barang, nyawa orang lain atau
mengakibatkan orang lain terluka);

. Perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian finansial atau non-finansial terhadap Perusahaan

atau merugikan kepentingan Perusahaan;

. Pelanggaran prosedur operasi standar (SOP) Perusahaan, terutama terkait dengan

pengadaan barang dan jasa, pemberian manfaat dan remunerasi.

. Pengelola Pelaporan Pelanggaran
WBS dikelola oleh Komite Pengelola Pengaduan Pelanggaran dan penanganan lebih lanjut atas

laporan pelanggaran khususnya yang dilakukan oleh Karyawan dilakukan oleh Tim Pemeriksa
Pelanggaran Disiplin Karyawan (TP2DK).
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